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 This aim of this study is to determine corporate taxpayers’ 

perceptions on the ethics of tax evasion. This research was 

conducted at the Small Tax Office of Purwakarta. This study 

used primary data obtained through questionnaires 

submitted by corporate tax payers registered at the Small 

Tax Office of Purwakarta. The sampling method used in this 

study was convenience sampling. Hypothesis testing was 

conducted by the Partial Least Square (PLS) statistical 

method with the help of the SmartPLS program. Based on 

correlation analysis, it was found that taxpayer compliance 

is at a low level (0.254673) and tax system is also at a low 

level (0.366459). Hypothesis testing found that H0 rejected 

and Ha is accepted; this means that there is a relationship 

between taxpayer compliance and tax system, regarding 

corporate taxpayers’ perceptions on the ethics of tax 

evasion. 
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PENDAHULUAN  

Penggelapan pajak merupakan suatu 

tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak agar 

pajak terutang yang dibayar dapat diperkecil 

dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. 

Penggelapan pajak masuk ke dalam tindak 

pidana perpajakan karena wajib pajak berusaha 

untuk melanggar hukum dan sengaja tidak 

melapor objek pajak secara lengkap dan benar 

(Fatimah, 2017). Beberapa tindakan yang dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan 

antara lain tidak melapor Surat Pemberitahuan 

(SPT), melapor SPT secara tidak lengkap 

maupun tidak benar, tidak menyetorkan pajak 

yang  telah dipotong, serta menerbitkan faktur 

pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang 

sebenarnya (www.pajak.go.id, 2013). 

  

Pada dasarnya penggelapan pajak terjadi karena 

terdapat perbedaan kepentingan antara 

perusahaan dengan pemerintah. Bagi 

perusahaan, pajak penghasilan yang dikenakan 

atas penghasilan yang diperoleh dan/atau 

diterima, dapat saja dianggap sebagai biaya 

atau beban dalam menjalankan usaha (Suandy, 

2011:5), sedangkan bagi pemerintah, pajak 

merupakan sumber penerimaan negara yang 

sangat penting yang diperuntukkan untuk 
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pengeluaran-pengeluaran negara. Salah satu 

indikasi terjadi penggelapan pajak dapat dilihat 

melalui pencapaian target penerimaan pajak 

yang kurang terutama di KPP Pratama 

Purwakarta. Dalam lima tahun terakhir, 

realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama 

Purwakarta belum mencapai target yang 

ditetapkan. Berikut data mengenai realisasi 

penerimaan pajak di KPP Pratama Purwakarta 

dapat dilihat dalam Lampiran 1 di bawah ini: 

 Berdasarkan lampiran 1, realisasi 

penerimaan pajak di KPP Pratama Purwakarta 

belum mencapai target yang telah ditetapkan, 

hanya pada tahun 2014 mendekati target 

penerimaan pajak dengan presentase 

penerimaan pajak sebesar 97%. Kedua, 

penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama 

Purwakarta masih tergolong rendah. Berikut 

data mengenai penyampaian SPT Tahunan di 

KPP Pratama Purwakarta dapat dilihat dalam 

Tabel 1.2 di bawah ini: 

Tabel 1.2 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP 

Pratama Purwakarta 

Tahun WP 

Badan 

Wajib 

SPT 

Realisasi 

SPT 

Tahunan 

% 

Kepatuhan 

2013 2,793 1,103 39% 

2014 2,775 1,057 38% 

2015 2,983 1,857 62% 

2016 3,351 1,843 55% 

2017 3,196 1,683 53% 

Sumber: Bagian PDI KPP Pratama Purwakarta 

 Berdasarkan Tabel 1.2, kepatuhan 

wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT 

Tahunan di KPP Pratama Purwakarta 

mengalami fluktuasi, hanya pada tahun 2015 

presentase kepatuhan wajib pajak meningkat 

sebesar 62%. Ketidaktercapaian terget 

penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak 

badan yang rendah, mengindikasikan masih 

terdapat masalah perpajakan, salah satunya 

disebabkan oleh perilaku penghindaran pajak 

atau bahkan penggelapan pajak (Suminarsasi, 

2011). Kesadaran wajib pajak badan yang 

rendah dalam membayar pajak, akan 

berdampak pada sistem pemungutan pajak yang 

berlaku. 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku 

merupakan elemen penting dalam penunjangan 

keberhasilan pemungutan pajak di suatu 

negara. Di Indonesia sistem pemungutan pajak 

adalah self assessment system, di mana wajib 

pajak mempunyai peran aktif dalam 

menghitung, membayar, dan melapor sendiri 

pajak terutang. Fiskus hanya bertugas untuk 

mengawasi pelaksanaan dengan melakukan 

pemeriksaan secara rutin terhadap peraturan 

perpajakan yang berlaku. Dengan sistem 

pemungutan pajak yang berlaku, wajib pajak 

mempunyai kewajiban untuk jujur, sadar, dan 

disiplin dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan, tetapi justru self assessment system 

dapat menciptakan peluang wajib pajak untuk 

melakukan penggelapan pajak, karena wajib 

pajak diberi wewenang dan tanggungjawab 

yang penuh untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

Menurut Putri (2017) penggelapan pajak 

merupakan perilaku yang tidak beretika. 

Karena etika berkaitan erat dengan moral, 

moral untuk melakukan perbuatan baik dan 

menghindari tindakan yang tercela. Namun, 

pada kondisi tertentu penggelapan pajak dapat 

dianggap sebagai perilaku yang etis. Menurut 

McGee (2005) penggelapan pajak dianggap 

sebagai suatu perilaku yang etis dikarenakan 

beberapa hal, yaitu tidak terdapat keadilan dari  

uang yang berasal dari pajak, korupsi yang 

dilakukan pemerintah, dan tidak merasakan 

manfaat atas pajak yang dibayarkan. Menurut 

Rahman (2013) penggelapan pajak dianggap 

menjadi perbuatan yang etis dikarenakan 

birokrasi pemerintah yang kurang baik 

sehingga akan menimbulkan persepsi wajib 

pajak yang akan cenderung untuk tidak patuh 

dalam kewajiban  perpajakan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian 

yang dilakukan oleh Zuliyanti (2017) dengan 

menggunakan variabel yang sama yaitu 

keadilan pajak, diskriminasi, kepatuhan wajib 

pajak, pemeriksaan pajak, dan sistem 

perpajakan. Adapun perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu di mana sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wajib pajak badan yang terdaftar di KPP 

Pratama Purwakarta sedangkan penelitian 

sebelumnya adalah wajib pajak badan yang 

terdaftar di KPP Pratama Surabaya. Penelitian 

ini dilakukan di tahun 2018 karena pada kondisi 

di tahun 2017 ada ketidaksinkronan antara 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

dan melapor SPT Tahunan. 

Dari berbagai uraian di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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1. Apakah keadilan pajak berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak badan 

mengenai etika penggelapan pajak? 

2. Apakah diskriminasi berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak badan 

mengenai etika penggelapan pajak? 

3. Apakah kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh negatif terhadap persepsi 

wajib pajak badan mengenai etika 

penggelapan pajak? 

4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh 

negatif terhadap persepsi wajib pajak badan 

mengenai etika penggelapan pajak? 

5. Apakah sistem perpajakan berpengaruh 

negatif terhadap persepsi wajib pajak badan 

mengenai etika penggelapan pajak? 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN 

PEGEMBANGAN HIPOTESIS 

Definisi Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

kebutuhan negara juga kemakmuran rakyat.  

Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan (PPh) merupakan 

pajak yang dibebankan kepada wajib pajak baik 

orang pribadi, perusahaan, ataupun badan 

hukum atas penghasilan yang diperoleh selama 

tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk 

kedalam jenis pajak langsung di mana beban 

pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan 

tidak dapat diambilalih oleh orang lain. Dalam 

hal pelunasan PPh dapat dilakukan oleh wajib 

pajak dengan dua cara yaitu pelunasan PPh 

dalam tahun berjalan (angsuran) dan pelunasan 

PPh dalam akhir tahun pajak. Pelunasan PPh 

yang dalam tahun pajak berjalan merupakan 

pelunasan atau pembayaran atas perkiraan PPh 

yang akan terutang dalam suatu tahun pajak, 

sedangkan pelunasan pajak dalam tahun pajak 

berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui 

pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak 

lain maupun pembayaran pajak oleh wajib 

pajak itu sendiri.  

Persepsi 

Menurut Robbins (2015:88) persepsi 

merupakan proses di mana individu mengatur 

dan menafsirkan lingkungan di sekitar guna 

memberikan arti bagi lingkungan sekitar. 

Rachmadi (2014) mendefinisikan persepsi 

sebagai respon dari penerimaan kesan melalui 

penglihatan, sentuhan, atau melalui indera 

lainnya, yang kemudian ditafsirkan 

berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap 

individu, sehingga  menghasilkan perilaku yang 

berbeda pula. Menurut Prasetyo (2010) 

Persepsi merupakan pandangan pikiran 

seseorang yang muncul dari kegiatan 

menafsirkan, mengalami, dan mengelola atas 

segala sesuatu yang terjadi di lingkungan 

sekitar. 

Etika 

Menurut Abrahams (2016) Istilah etika 

sangat berhubungan dengan tata krama, sopan 

santun, penalaran moral, norma susila, dan lain-

lain yang mana berhubungan juga dengan 

norma-norma yang ada di dalam masyarakat. 

Menurut Bertens (2000:32) etika merupakan 

nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi 

manusia secara individu maupun kelompok 

dalam mengatur tingkah laku. Menurut Silaen 

(2015) etika adalah kebiasaan hidup yang baik 

timbul dari diri seseorang maupun pada suatu 

masyarakat atau berkelompok dan menghindari 

hal-hal yang menimbulkan tindakan yang 

buruk. 

Etika memiliki beragam makna yang 

berbeda-beda, dalam istilah akuntansi etika 

mengacu pada aturan yang mengatur tindakan 

profesional akuntan. Etika adalah kajian 

moralitas, yang berarti etika berkaitan dengan 

moralitas. Menurut Suminarsasi & Supriyadi 

(2011) etika adalah semacam penelaahan (baik 

aktivitas penelahaan maupun hasil-hasil 

penelahaan itu sendiri) sedangkan moralitas 

merupakan pedoman yang dimiliki individu 

atau kelompok mengenai apa itu benar atau 

salah, atau baik dan jahat. Ketika etika 

dikaitkan dengan perpajakan, maka banyak 

pihak yang terlibat, salah satunya fiskus. Fiskus 

merupakan pihak yang sangat 

bertanggungjawab agar kasus-kasus 

penggelapan pajak yang ada di Indonesia 

menurun. Fiskus harus berperan aktif dalam 

mengawasi, membimbing, dan mengarahkan 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Banyaknya fenomena penggelapan pajak 

yang sering terjadi, dikarenakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi yaitu kinerja fiskus 

yang kurang maksimal, penegakkan hukum 

yang lemah membuat wajib pajak cenderung 

berani untuk melakukan tindakan penggelapan 

pajak, diskriminasi yang dirasakan oleh wajib 
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pajak, dan kesadaran wajib pajak yang rendah 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Penggelapan Pajak 

Menurut Rahayu (2013:6) penggelapan 

pajak merupakan suatu tindakan untuk 

meminimalkan beban pajak dengan melawan 

ketentuan pajak (ilegal) yang dapat dihukum 

dengan sanksi pidana. Menurut Suminarsasi & 

Supriyadi (2011) Penggelapan pajak 

merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal 

mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal 

terhadap utang pajak atau meloloskan diri 

untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang 

telah terutang menurut aturan perundang-

undangan. Penggelapan pajak mengacu pada 

tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh 

wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. 

Menurut Suandy (2016:2) ada beberapa faktor 

yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan 

penggelapan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. 

Semakin besar pajak yang harus 

dibayar, semakin besar pula 

kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran. 

2. Semakin kecil biaya untuk menyuap 

fiskus, semakin besar kecenderungan 

wajib pajak untuk melakukan 

pelanggaran. 

3. Semakin kecil kemungkinan suatu 

pelanggaran terdeteksi, semakin besar 

kecenderungan wajib pajak untuk 

melakukan pelanggaran. 

4. Semakin ringan sanksi yang 

dikenakan terhadap pelanggaran, 

semakin besar kecenderungan wajib 

pajak untuk melakukan pelanggaran. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penggelapan pajak 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib 

pajak agar dapat memperkecil jumlah pajak 

yang dibayar dengan cara melanggar hukum. 

Penggelapan pajak termasuk kedalam tindak 

pidana perpajakan karena wajib pajak berusaha 

untuk melawan hukum dan sengaja tidak 

melaporkan objek pajak secara lengkap dan 

benar. 

Keadilan Pajak 

Mardiasmo (2013:4) mengungkapkan 

bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yaitu 

mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil 

dalam perundang-undangan antara lain 

mengenakan pajak secara umum dan merata, 

serta disesuaikan dengan kemampuan wajib 

pajak, sedangkan adil dalam pelaksanaan 

perpajakan yaitu dengan memberikan hak 

kepada wajib pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan 

mengajukan banding kepada Manjelis 

Pertimbangan Pajak.  

Diskriminasi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 

ayat 3, diskriminasi merupakan setiap 

pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang 

langsung atau tidak langsung didasarkan 

perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, 

etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan 

politik, yang berakibat pengangguran, 

penyimpanan atau penghapusan pengakuan, 

pelaksanaan atau pengunaan hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik 

individual maupun kolektif dalam bidang 

politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan 

aspek kehidupan yang lain. 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan perpajakan menurut 

Nurmatu (2005:148) dapat didefinisikan 

sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak 

memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban 

perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak 

dikemukakan oleh Nowak (Rahayu, 2013, hal. 

138)  kepatuhan wajib pajak dapat tercermin 

dalam situasi di mana:  

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk 

memahami semua ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, 

2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap 

dan jelas, 

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang 

dengan benar, 

4. Membayar pajak yang terutang tepat 

waktu. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

kepatuhan perpajakan merupakan tindakan 

wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

di suatu negara. 

Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pemeriksaan 

pajak adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara 

objektif dan proporsional berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
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pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

Sistem Perpajakan 

Menurut Ilyas (2015:36-39) Sistem 

pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga) yaitu Official Assessment 

System, Self Assessment System, Dan 

Withholding Tax System. 

1. Official Assessment System. Suatu 

sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemungut pajak 

(fiskus) untuk menentukan besaran 

pajak yang terutang. Dengan official 

assessment system wajib pajak bersifat 

pasif dan menunggu dikeluarkan surat 

ketetapan pajak oleh fiskus. Besaran 

pajak terutang wajib pajak baru 

diketahui setelah adanya Surat 

Ketetapan Pajak (SKP). 

2. Self Assessment System . Suatu sistem 

pemungutan pjaak yang memberi 

wewenang penuh kepada wajib pajak 

untuk menghitung, menyetor, dan 

melapor sendiri besaran pajak terutang. 

Sehingga melalui self assessment system 

administrasi perpajakan diharapkan 

dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, 

terkendali, sederhana, dan mudah 

dipahami oleh wajib pajak. Wajib pajak 

juga diwajibkan untuk melaporkan 

secara teratur jumlah pajak yang 

terutang dan yang telah dibayar 

sebagaimana ditentukan dalam 

peraturan perundang-undagan 

perpajakan. 

3. Withholding Tax System. Sistem 

pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk menentukan besaran 

pajak terutang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Penunjukkan pihak ketiga 

dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan, keputusan 

presiden, dan peraturan lainnya untuk 

memotong serta memungut pajak, 

menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan melalui 

sarana perpajakan yang tersedia. 

Teori Hak 

Teori hak merupakan pendekatan yang 

paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik 

buruk suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak 

merupakan suatu aspek dari teori deontologi, 

karena hak berkaitan erat dengan kewajiban. 

Dalam teori etika, dahulu etika lebih ditekankan 

pada kewajiban, namun sekarang sudah 

mengalami perubahan di mana hak paling 

banyak disoroti. Walaupun teori hak berakar 

dalam teori deontologi, namun sekarang teori 

hak mendapatkan suatu identitas tersendiri dan 

karena itu pantas dibahas tersendiri pula. 

Hak didasarkan atas pemikiran bahwa 

martabat semua manusia itu sama, baik seorang 

pejabat, atau bangsawan, ataupun rakyat biasa 

semuanya sama dan tidak boleh diperlakukan 

dengan cara yang berbeda. Teori hak sekarang 

begitu populer karena dinilai cocok untuk 

mengevaluasi baik buruk suatu perbuatan atau 

perilaku. Karena itu manusia siapa pun itu tidak 

pernah boleh diperlakukan semata-mata 

sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan 

lain. 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

Hubungan Keadilan Pajak Terhadap 
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Penggelapan Pajak 

Dalam konteks perpajakan, keadilan 

pajak mengacu pada manfaat yang telah wajib 

pajak terima dari pemerintah atas pembayaran 

pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. 

Mengacu pada teori etika yaitu teori hak, 

keadilan pajak sangat penting karena 

menyangkut hak wajib pajak. Pemerintah 
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dibayarkan oleh wajib pajak digunakan 

sebagaimana mestinya, yaitu untuk 

pengeluaran negara, tidak untuk kepentingan 

pribadi pemerintah, serta pemerintah juga dapat 

dikatakan adil apabila pengenaan dan 

pemungutan pajak diperlakukan dengan sama, 

hal ini akan terlihat dari undang-undang pajak 

yang telah disusun dan yang telah dilaksanakan 

(Suminarsasi, 2011). Dalam penerapan pajak 

digunakan sebagai sumber penerimaan negara 

yang sangat penting, yang berarti bahwa 

pemerintah juga harus berusaha untuk 

mencapai kondisi di mana masyarakat secara 

luas dapat juga merasakan keadilan dalam 

penerapan undang-undang dan ketentuan 

perpajakan (Ningsih, 2014).  

Keadilan pajak sangat penting diterapkan 

agar dapat mempengaruhi sikap wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan 

(2014) dan Rahman (2013) menunjukkan 

keadilan pajak mempengaruhi persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak secara 

positif, yaitu jika semakin rendah keadilan yang 

berlaku, maka wajib pajak akan cenderung 

untuk tidak patuh terhadap peraturan. 

Ketidakpatuhan akan berakibat pada wajib 

pajak yang enggan membayar pajak, sehingga 

wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa 

penggelapan pajak merupakan tindakan yang 

etis untuk dilakukan. Maka hipotesis pertama 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Keadilan pajak berpengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak  badan  mengenai 

etika penggelapan pajak. 

Hubungan Diskriminasi Terhadap Persepsi 

Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan 

Pajak 

Dalam bidang perpajakan, diskriminasi 

merupakan kondisi di mana pemerintah 

membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap 

wajib pajak yang satu dengan yang lain. 

Mengacu pada teori hak, wajib pajak berhak 

memperoleh keadilan dalam penerapan 

undang-undang perpajakan. Pemerintah dapat 

dikatakan melakukan diskriminasi apabila 

kebijakan yang telah diterapkan hanya dapat 

menguntungkan pihak tertentu saja, dan di sisi 

lain ada pihak yang merasa dirugikan. 

Diskriminasi dapat menyebabkan wajib pajak 

merasa diperlakukan secara tidak adil akibat 

dari penerapan yang memihak atau peraturan 

perpajakan yang diterapkan secara tidak baik 

(Hasibuan, 2014). Jika semakin banyak 

peraturan yang dianggap sebagai bentuk 

diskriminasi, maka hal tersebut akan 

mempengaruhi sikap wajib pajak untuk tidak 

setuju dengan kebijakan yang berlaku. 

Diskriminasi ada karena suatu keadaan 

tertentu, misalnya terdapat hubungan istimewa 

antara fiskus dengan wajib pajak yang 

menyebabkan wajib pajak melakukan 

kecurangan seperti memperkecil atau tidak 

membayar pajak (Zuliyanti, 2017). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) 

dan Hasibuan (2014) menunjukkan 

diskriminasi mempengaruhi persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak secara 

positif, yaitu semakin banyak peraturan 

perpajakan yang dianggap sebagai bentuk 

diskriminasi yang merugikan, maka wajib 

pajak akan cenderung untuk tidak patuh 

terhadap peraturan. Ketidakpatuhan dapat 

berakibat pada wajib pajak yang enggan 

membayar pajak, sehingga wajib pajak akan 

mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak 

merupakan tindakan yang cenderung etis untuk 

dilakukan. Maka hipotesis kedua dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H2 : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap 

persepsi wajib pajak  badan  mengenai etika 

penggelapan pajak 

Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak 

Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai 

Etika Penggelapan Pajak 

Sistem perpajakan di Indonesia 

menganut self assessment system, di mana 

dalam sistem ini menuntut kepatuhan wajib 

pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam 

memenuhi serta melaksanakan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Menurut 

Fatimah (2016) kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan secara sukarela 

merupakan kunci dalam keberhasilan self 

assessment system, sehingga kepatuhan wajib 

pajak sangatlah diperlukan, dengan tujuan 

untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak.  

Mengacu pada teori hak, wajib pajak 

memiliki kewajiban untuk membayar pajak 

sesuai dengan pajak terutang. Apabila wajib 

pajak sudah memenuhi kewajiban untuk 

membayar pajak maka wajib pajak berhak 

memperoleh hak untuk merasakan manfaat dari 

uang pajak seperti pembangunan jalan raya, 

tunjangan kesehatan, serta pendidikan 

(Hasibuan, 2014). Keterkaitan antara 

kepatuhan wajib pajak dengan persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak yaitu 

wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan 
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yang tinggi cenderung untuk tidak melakukan 

penggelapan pajak. Kepatuhan wajib pajak 

yang baik dapat dilihat dari keteraturan wajib 

pajak untuk membayar pajak. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fatimah (2017) dan Hasibuan 

(2014) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

Maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H3 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh 

negatif terhadap persepsi wajib pajak badan 

mengenai etika penggelapan pajak. 

Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak 

Menurut Sari (2013:228), pemeriksaan 

pajak adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencari, mengumpulkan, dan mengelola data 

untuk menguji kepatuhan kewajiban 

perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak 

dilakukan agar dapat mendeteksi kemungkinan 

kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Fiskus sangat berperan penting akan 

mengurangi penggelapan pajak dengan 

melakukan pemeriksaan secara berkala. 

Pemeriksaan pajak dapat digunakan sebagai 

alat evaluasi penerapan di bidang perpajakan 

yang harus dapat diaplikasikan secara baik 

untuk mengurangi perilaku penggelapan pajak. 

Maka semakin rutin pemeriksaan pajak yang 

dilakukan oleh fiskus, wajib pajak akan 

mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak 

merupakan tindakan yang tidak etis untuk 

dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan 

Hasibuan (2014) dan Rahman (2013) 

menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak 

berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka 

hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

H4 : Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif 

terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai 

etika penggelapan pajak 

Hubungan Sistem Perpajakan Terhadap 

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak 

Sistem pemungutan pajak merupakan 

salah satu elemen penting dalam menunjang 

keberhasilan pemungutan pajak di suatu 

negara. Indonesia menganut self assessment 

system, di mana wajib pajak diberi wewenang 

untuk menghitung, menyetor, dan melapor 

sendiri pajak terutang. Fiskus betugas untuk 

mengawasi pelaksanaan dengan melakukan 

pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak. 

Dengan berlaku sistem pemungutan pajak yaitu 

self assessment system, wajib pajak dituntut 

sadar, jujur, mau, dan disiplin dalam 

melaksanakan peraturan perpajakan, tetapi 

justru self assessment system dapat 

menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk 

melakukan penggelapan pajak, karena wajib 

pajak diberikan wewenang untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Pengaplikasian sistem perpajakan 

menjadi sesuatu hal yang sangat penting. 

Semakin baik sistem perpajakan, akan 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak 

terhadap pemerintah, sehingga wajib pajak 

akan cenderung semakin patuh dalam 

melakukan kewajiban perpajakan. Dengan 

sistem perpajakan yang baik akan memberikan 

kemudahan dan mendorong kemauan wajib 

pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan, 

sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak 

dapat meningkat seiring dengan dipermudah 

cara pembayaran dan pelaporan pajak agar 

dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak. 

Hasil penelitian yang dilakukan Rahman (2013) 

dan Zuliyanti (2017) menunjukkan bahwa 

sistem perpajakan berpengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak. Maka hipotesis kelima dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H5 : Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif 

terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai 

etika penggelapan pajak 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam penelitian ini 

yaitu penelitian survei, di mana penelitian 

survei merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pernyataan terstruktur yang 

berupa kuesioner. Kuesioner yang dibagikan 

merupakan kuesioner yang sama pada setiap 

wajib pajak badan, kemudian semua jawaban 

yang diperoleh dari kuesioner dicatat, diolah, 

dan dianalisis untuk mengetahui determinan 

persepsi mengenai etika penggelapan pajak 

pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP 

Pratama Purwakarta (Abrahams, 2016). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak 

badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Purwakarta. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 7.942 wajib pajak 

badan yang terdaftar di KPP Pratama 

Purwakarta. Penentuan ukuran sampel dalam 



96 

 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

rumus Slovin sebagai berikut:  

𝑛 =
𝑁

1 +  𝑁𝑒2 

𝑛 =
7.942

1 + 7.942 (0.1)2 

n = 98.76 sampel responden, dibulatkan 

100 sampel responden 

 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e : persentase kesalahan sampel, a = 0.1 (10%) 

Berdasarkan perhitungan rumus slovin 

dengan populasi yang berjumlah 7.942 wajib 

pajak badan dengan batas toleransi kesalahan 

sebesar 10% maka didapat sampel penelitian 

sebanyak 100 responden. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer. Data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari pihak pertama, 

dalam hal ini pihak pertama merupakan 

responden penelitian yaitu wajib pajak badan 

yang terdaftar di KPP Pratama Purwakarta. 

Data yang diberikan merupakan data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian (Sekaran & 

Bougie, 2003:113). Berdasarkan jenis data, 

peneliti menggunakan data primer. Metode 

yang digunakan dalam penelitian yaitu metode 

survei dengan menggunakan kuesioner. 

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada wajib 

pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama 

Purwakarta. 

Metode Analisis Data 

Metode statistik yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu 

Partial Least Square (PLS), yang dilakukan 

dengan bantuan program SmartPLS versi 2.0 

M3. Analisis data menggunakan PLS dilakukan 

dengan menganalisis outer model dan inner 

model. Outer model digunakan untuk menilai 

validitas dan reliabilitas alat ukur, sedangkan 

inner model digunakan untuk memprediksi 

hubungan kausalitas antar variabel laten 

(Jogiyanto & Abdillah, 2009:57). 

Analisis Outer Model 

Uji validitas bertujuan untuk mengukur 

valid atau tidak suatu kuesioner untuk 

digunakan dalam penelitian. Peneliti menyebar 

kuesioner secara langsung kepada wajib pajak 

badan yang terdaftar di KPP Pratama 

Purwakarta. Pilot Test (dalam rangka uji 

validitas) dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang disusun 

telah valid dan reliabel. Dalam PLS suatu 

kuesioner dianggap valid dengan melihat hasil 

dari: 

1. Validitas Konvergen. Validitas Konvergen 

dinilai berdasarkan Average Variance 

Extracted (AVE) untuk pertanyaan yang 

berkaitan dengan kontruk tersebut. Nilai 

AVE yang dapat diterima adalah > 0,5 atau 

serta nilai outer loading harus >0,5. 

2. Validitas Diskriminan. Nilai ini merupakan 

nilai cross loading faktor yang berguna 

untuk mengetahui apakah konstruk 

memiliki diskriminan yang memadai yaitu 

dengan cara membandingkan nilai loading 

pada konstruk yang dituju harus lebih besar 

dibandingkan dengan nilai loading dengan 

konstruk yang lain. 

Setelah pengujian validitas konvergen 

dan  validitas diskriminan dilakukan pada 

setiap kontruk, maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan pengujian reliabilitas. Pengujian 

reliabilitas dapat diukur dengan melihat nilai 

cronbach’s alpha dan nilai composite 

reliability. Nilai cronbach’s alpha harus >0,6 

dan nilai composite reliability harus >0,7.  

Analisis Inner Model 

Uji r-square dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan konstruk eksogen menjelaskan 

variasi pada konstruk endogen. Dalam uji r-

square terdapat 3 kriterita nilai yaitu sebagai 

berikut: 

1. Baik   - Nilai R2 > 0.67 

2. Moderat  - Nilai R2 > 0.33 

3. Lemah  - Nilai R2 > 0.19 

Uji koefisien jalur dilakukan untuk 

menunjukkan tingkat signifikansi dalam 

pengujian hipotesis (Jogiyanto & Abdillah, 

2009:62). Uji koefisien jalur dapat diperoleh 

dengan prosedur Bootstraping dalam PLS. 

Hasil uji koefisien jalur dengan melihat hasil t-

hitung yang dibandingkan dengan t-tabel. Jika 

nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (1.96) 

dengan taraf signifikansi (α5%) maka nilai 

estimasi koefisien jalur tersebut ialah 

signifikan, dan hal tersebut mengindikasikan 

bahwa hipotesis dapat diterima. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap 

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak 

Hipotesis pertama (H1) yaitu keadilan 

pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak badan mengenai etika penggelapan 

pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, 

variabel keadilan pajak memiliki nilai t-ststistik 
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adalah 0.925803 atau  1,96 dengan nilai 

koefisien positif 0.138957. Hal ini berarti 

bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. 

Yang berarti bahwa semakin tinggi 

keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, hal 

tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. Berarti bahwa penggelapan 

pajak dapat dikatakan perilaku yang etis atau 

tidak etis tidak dipengaruhi oleh faktor keadilan 

pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Zuliyanti (2017) yang menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh keadilan pajak 

dengan persepsi wajib pajak badan mengenai 

etika penggelapan pajak, karena persepsi wajib 

pajak badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut 

menganggap bahwa penggelapan pajak 

merupakan tindakan yang tidak etis untuk 

dilakukan tanpa dipengaruhi oleh faktor 

keadilan pajak. Disisi lain hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan 

Rahman (2013) yang menunjukkan bahwa 

keadilan pajak mempunyai pengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai 

etika penggelapan pajak. 

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi 

Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan 

Pajak 

Hipotesis kedua (H2) diskriminasi tidak 

berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

badan mengenai etika penggelapan pajak. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel 

diskriminasi memiliki nilai t-ststistik adalah 

0.842965 atau  1,96 dengan nilai koefisien 

negatif -0.118314. Hal ini berarti bahwa 

diskriminasi tidak berpengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. 

Yang berarti bahwa setinggi apapun 

diskriminasi yang dilakukan, hal tersebut tidak 

memberikan pengaruh terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

Berarti bahwa penggelapan pajak dapat 

dikatakan perilaku yang etis atau tidak etis 

tanpa dipengaruhi oleh faktor diskriminasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Widjaja (2017) yang menjelaskan bahwa 

diskriminasi tidak berpengaruh terhadap 

persepsi wajib pajak badan mengenai etika 

penggelapan pajak, karena persepsi wajib pajak 

badan di KPP Pratama Bitung menganggap 

bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku 

yang tidak etis tanpa dipengaruhi oleh faktor 

diskriminasi. Disisi lain hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan Dewi 

(2017) yang menunjukkan bahwa diskriminasi 

mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi 

wajib pajak badan mengenai etika penggelapan 

pajak. 

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak 

Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai 

Etika Penggelapan Pajak 

Hipotesis ketiga (H3) kepatuhan wajib 

pajak berpengaruh positif terhadap persepsi 

wajib pajak badan mengenai etika penggelapan 

pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, 

variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 

t-ststistik adalah 1.996896 atau  1,96 dengan 

nilai koefisien positif 0.254673. Hal ini berarti 

bahwa terdapat pengaruh positif kepatuhan 

wajib pajak terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak. 

Menurut Siehl (2010), ada berbagai 

alasan wajib pajak melakukan penggelapan 

pajak. Salah satunya yaitu kemauan wajib pajak 

dalam membayar pajak yang rendah. Sistem 

perpajakan yaitu self assessment system, sangat 

menuntut kepatuhan wajib pajak yang besar, 

yaitu kepatuhan dalam memenuhi serta 

melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Kepatuhan wajib pajak sangatlah diperlukan, 

dengan tujuan untuk mengoptimalisasi 

penerimaan pajak. Menurut Hasibuan (2014) 

kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan 

sejauh mana wajib pajak memiliki kesadaran 

untuk melaksanakan kewajiban pajak dan tidak 

ingin untuk melakukan penggelapan pajak. 

Semakin rendah kepatuhan wajib pajak maka 

tingkat penggelapan pajak akan cenderung 

meningkat yang membuat wajib pajak 

mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak 

merupakan tindakan yang cenderung etis untuk 

dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zuliyanti (2017) 

dan Putri (2017) yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif kepatuhan wajib 

pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak. Disisi lain hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Fatimah 

(2017) dan Hasibuan (2014) menunjukkan 

bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh 

negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak.  
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Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika 

Penggelapan Pajak 

Hipotesis keempat (H4) pemeriksaan 

pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel 

pemeriksaan pajak memiliki nilai t-ststistik 

adalah 1.579779 atau  1,96 dengan nilai 

koefisien positif 0.092688. Hal ini berarti 

bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh 

terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. 

Yang berarti bahwa semakin tinggi 

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 

pemerintah, hal tersebut tidak memberikan 

pengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak. Berarti 

bahwa penggelapan pajak dapat dikatakan 

perilaku yang etis atau tidak etis tanpa 

dipengaruhi oleh faktor pemeriksaan pajak.. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Zuliyanti (2017) yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak 

terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai 

etika penggelapan pajak, karena persepsi wajib 

pajak badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut 

menganggap bahwa penggelapan pajak 

merupakan tindakan yang tidak etis untuk 

dilakukan tanpa dipengaruhi oleh faktor 

pemeriksaan pajak. Disisi lain hasil penelitian 

ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Hasibuan (2014) dan 

Rahman (2013) yang menunjukkan bahwa 

pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh 

negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak. 

 

Pengaruh Sistem Pajak Terhadap Persepsi 

Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan 

Pajak 

Hipotesis kelima (H5) yaitu sistem 

perpajakan berpengaruh positif terhadap 

persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis, variabel sistem perpajakan 

memiliki nilai t-ststistik adalah 2.908000 atau 

Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif 

sistem perpajakan terhadap persepsi wajib 

pajak mengenai etika penggelapan pajak.  

Sistem perpajakan yang baik akan memberi 

kemudahan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan (www.pajak.go.id). Dengan sistem 

pemungutan pajak yaitu self assessment system, 

wajib pajak dituntut sadar, jujur, mau, dan 

disiplin dalam membayar pajak, tetapi justru 

self assessment system dapat menciptakan 

peluang bagi wajib pajak dalam melakukan 

penggelapan pajak, karena wajib pajak diberi 

wewenang untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakan sendiri. Jika semakin rendah 

pengawasan terhadap sistem pajak, maka 

kepatuhan wajib pajak akan cenderung untuk 

menurun, yang berarti bahwa kecenderungan 

wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan 

semakin tinggi.  Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zuliyanti (2017) dan Putri (2017) menunjukkan 

bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh 

positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai 

etika penggelapan pajak. Disisi lain hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Fatimah 

(2017) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi 

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini yaitu, keadilan pajak, 

diskriminasi, dan pemeriksaan pajak tidak 

mempunyai pengaruh terhadap persepsi  wajib 

pajak badan mengenai etika penggelapan pajak, 

sedangkan kepatuhan wajib pajak dan sistem 

perpajakan mempunyai pengaruh positif 

terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai 

etika penggelapan pajak. Penelitian ini masih 

terdapat beberapa keterbatasan, adapun 

keterbatasan dari penelitian ini yaitu, (1) 

responden penelitian ini terbatas hanya 

menggunakan wajib pajak badan di Kota 

Purwakarta, sehingga kurang mewakili dari 

keseluruhan wajib pajak di Kota Purwakarta, 

(2) pernyataan-pernyataan dalam kuesioner 

masih berupa pertanyaan tertutup, sehingga 

responden tidak dapat menyalurkan pendapat 

sesuai dengan persepsi responden. Saran yang 

dapat diberikan peneliti untuk peneliti 

selanjutnya sebaiknya memperluas responden 

pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki 

kegiatan usaha dan menggunakan metode 

penelitian selain survei, misalnya wawancara 

untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih 

baik. 
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